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ABSTRAK 
Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama 
adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. 
Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah 
satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode: Metode penelitian adalah kualitatif dengan 
pendekatan desk study. Temuan: Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan 
penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu 
Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang 
mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai 
kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di 
bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk 
pembuatan baterai kendaraan listrik. Kesimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa 
tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan 
pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun 
administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas 
atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area 
parkir umum. 

 
KATA KUNCI: investasi, nikel, kendaraan listrik, emisi 

 

ABSTRACT 
Background: The issue of global warming is addressed in various ways by each country, with the main aim being 
to reduce the level of gas emissions into the air which can then affect world temperatures. This research was 
prepared to examine the Indonesian Government's steps to overcome this problem, one of which is through the 
policies it has issued. Methods: The research method is qualitative with a desk study approach. Finding: The results 
of the study concluded that there are at least 2 (two) important policies related to the Indonesian Government's 
steps to reduce the level of emissions into the air, namely Presidential Regulation No. 79 of 2023 which provides 
convenience for automotive manufacturers developing motorbikes and electric vehicles in Indonesia. This policy 
can be said to be a continuation of the ease of investment envisioned through the Job Creation Law, including 
investment in mining and nickel mineral processing. Nickel is one of the main raw materials for making electric 
vehicle batteries. Conclusion: This study concludes that there are several challenges that must be faced to realize 
these two regulatory ideals. Upstream, in mining activities, until the licensing process is accelerated, there are still 
many obstacles both technically and administratively. Meanwhile downstream, infrastructure to support the 
electric vehicle ecosystem is still limited or inadequate, such as battery charging stations which are rarely found 
on highways or public parking areas. 
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1. Pendahuluan 
 

Kualitas Pemanasan global (global warming) merupakan isu dunia yang juga menjadi 
perhatian Pemerintah Indonesia untuk ikut serta menanganinya. Berdasarkan berita pada 
situs Kementerian Keuangan (2023), Indonesia telah menetapkan Enhanced-Nationally 
Determined Contribution (E-NDC) dimana terjadi peningkatan target pengurangan emisi 
karbon dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 31,89% atau 912 juta ton CO2 dengan 
usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030. E- 
NDC tersebut diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan 
Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060. 

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No. 601.Pers/04/SJI/2023, untuk 
menyongsong tahun 2030, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 
(NZE) melalui strategi ganda yang mencakup pengembangan dari sisi suplai, sesuai yang 
diuraikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, dan sisi 
demand, termasuk adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, mandatori B40, dan 
peningkatan praktik manajemen energi di berbagai sektor. 

Pengenalan kendaraan listrik bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan 
berbahan bakar fosil, sehingga mengurangi emisi kendaraan ke atmosfer. Untuk 
mendukung langkah-langkah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai (Battery Electric Vehicle) di Jalan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(selanjutnya disebut KBL) adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik dan 
disuplai oleh baterai, baik yang terpasang langsung pada kendaraan maupun secara 
eksternal. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan insentif keuangan kepada 
importir kendaraan bermotor listrik berupa pembebasan bea masuk pajak penjualan atas 
barang mewah (PPnBM), seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Perpres tersebut: 
1. Perusahaan di sektor kendaraan listrik berbasis baterai dapat diberikan insentif 

apabila melakukan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai yang diimpor dalam 
bentuk utuh (completely built up/CBU) sesuai dengan Pasal 12. 

2. Insentif dapat diberikan kepada perusahaan di bidang KBL berbasis baterai yang dapat 
mempercepat proses perakitan di dalam negeri dalam kurun waktu/periode impor 
dalam keadaan terakit (completely built up/CBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 sampai dengan akhir tahun 2025. 
Perusahaan industri KBL yang diizinkan mendapatkan insentif dalam proses importasi 

kendaraan listrik utuh tersebut diberikan kuota mengacu dengan realisasi pembangunan, 
investasi, atau peningkatan produksi KBL Berbasis Baterai. Atau dengan kata lain, insentif 
diberikan pada perusahaan yang sudah memiliki komitmen untuk melakukan investasi di 
bidang kendaraan listrik. Selanjutnya poin revisi paling penting termaktub dalam Pasal 19A 
yang merinci jenis insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh, antara lain berupa 
pembebasan bea masuk atau insentif bea masuk DTP (Ditanggung Pemerintah), 
pembebasan PPnBM DTP, hingga pemangkasan tarif pajak daerah. 

Hadirnya kendaraan listrik diharapkan dapat mempengaruhi pilihan moda 
transportasi masyarakat yang dianggap lebih ramah lingkungan dengan tingkat 
kenyamanan yang setara bahkan lebih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, dari 
sisi biaya bahan bakar juga lebih efisien. 

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu bahan baku produksi 
baterai. Terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekonominya 
dari kegiatan pertambangan dan pengolahan serta industri pendukung untuk produksi 
baterai dan kendaraan listrik. Oleh karena itu, investasi dalam kegiatan-kegiatan ini juga 
harus didukung oleh peraturan pemerintah. Saat ini, undang-undang tertinggi mengenai 
investasi adalah UU No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Perundang-undangan Peraturan 
Pemerintah untuk menggantikan UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Seperti yang 
tertera di situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, produk legislasi ini 
menjawab beberapa permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan 
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penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan birokrasi dan sistem perizinan, 
kemudahan bagi badan usaha (terutama UKM), ekosistem investasi yang kondusif, dan 
penciptaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap 
peraturan mengenai investasi pada kegiatan hulu pertambangan dan pengolahan mineral 
tambang (dalam hal ini nikel) dan kegiatan hilir percepatan penggunaan produk berbasis 

nikel berupa kendaraan listrik. Hal ini untuk memastikan sinkronisasi proses terkait 
implementasi peraturan tersebut untuk menciptakan iklim investasi yang optimal dan 

memenuhi target penurunan emisi. 
 

2. Metode 
 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan desk 
study dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, literatur berupa 
prosiding dan/atau jurnal, serta laporan laporan terpilih lainnya yang dianalisis melalui 
pendekatan deskriptif analitis. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Investasi pada kegiatan pertambangan 
 

Studi Sektor pertambangan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan 
terbukti berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Kontribusi penting pada perekonomian ini terlihat pula pada penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP), pada akhir 2018 misalnya, sektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp. 
50 triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp. 32,09 triliun. Sedangkan per 16 
Desember 2022, besar PNPB adalah sebesar Rp 173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari 
target yang telah ditetapkan sebesar Rp 101,8 triliun (Zuraya, N. 2022). Nilai ini lebih besar 
dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 75,48 triliun. Dalam sejarahnya, sektor ini juga terbukti 
berperan penting tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga sebagai bahan bakar 
dalam produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta 
farmasi (Ayudhia, A., 2020). 

Pada saat ini, sektor pertambangan kembali menunjukan kontribusinya pada ekonomi 
negara dengan maraknya pertambangan nikel beserta industri pengolahan bijih dan 
pengolahan lebih lanjut, dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterai sebagai 
komponen utama kendaraan listrik. Cadangan nikel di Indonesia merupakan yang terbesar 
di dunia, yakni menguasai 21% cadangan nikel dunia. Begitu juga dari sisi produksi yang 
juga terbesar di dunia, menguasai 48% pasokan nikel dunia. 

Kehadiran Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan 
melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang, diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinanan dan 
birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih, termasuk kegiatan pertambangan yang 
memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti kita ketahui, pemerintahan masa Presiden 
Joko Widodo sangat mengedepankan percepatan pembangunan sehingga diperlukan 
banyak investasi termasuk dari luar untuk dapat menggerakan perekonomian, termasuk 
dalam hal ini adalah program hilirisasi sektor pertambangan dengan pendirian pabrik 
pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, terutama untuk komoditas nikel. 
Melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan terjadi pemangkasan rantai perizinan yang kemudian 
dapat memudahkan masukanya investasi, termasuk investasi asing, di sektor 
pertambangan. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ditargetkan 
berdiri sebanyak 111 unit smelter, dan dari target tersebut, sebanyak 37 proyek smelter 
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telah beroperasi. Nilai investasi pembangunan smelter nikel oleh pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) pada 2023 ini diperkirakan mencapai US$ 2,6 miliar atau setara Rp 
39,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.185 per US$). (Muliawati, F.D., 2023). 

 
3.2 Investasi pada pengadaan kendaraan listrik 

 
Pemberlakuan Peraturan Presiden No. 79/2023 (Perpres), yang mengubah Peraturan 

Presiden No. 55/2019, akan meningkatkan peluang pengembangan kendaraan listrik di 
Indonesia dan membuatnya lebih kompetitif. Tujuan pemerintah melalui Perpres ini adalah 
untuk menetapkan kuota impor dan menyediakannya hanya untuk produsen mobil yang 
berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah menerapkan 
strategi transisi di mana kendaraan listrik pada akhirnya harus diproduksi di Indonesia, 
yang berarti bahwa produsen asing harus berkomitmen untuk berinvestasi dalam 
membangun pabrik. 

Selain Keputusan Presiden di atas, Menteri Penanaman Modal/Direktur Jenderal Badan 
Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan No. 6 Tahun 2023 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Mendorong Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor 
Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi. Pasal 2.1 dari 
Peraturan tersebut menyatakan bahwa sejumlah insentif diberikan kepada badan usaha 
yang mengimpor kendaraan bermotor listrik (KBL) baterai roda empat secara CBU, dan 
selama periode penggunaan insentif, bea masuk menjadi 0% dan PPnBM dibayarkan oleh 
pemerintah. Selanjutnya, Pasal 2, Ayat 4 membuat ketentuan pembayaran insentif 
bersyarat pada komitmen oleh entitas untuk memproduksi di Indonesia kendaraan listrik 
baterai roda 4 CBU yang memenuhi spesifikasi teknis. Selain itu, Pasal 2, Ayat 5 menetapkan 
kriteria investasi di mana dana insentif akan diberikan kepada produsen yang membangun 
fasilitas produksi untuk kendaraan listrik. Selain itu, insentif juga diberikan kepada 
produsen yang berinvestasi pada kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) dan 
melakukan transisi sebagian atau seluruhnya ke produksi kendaraan listrik baterai (BEV) 
(Putra, N.M.Y., 2023). 

Kendaraan listrik, tentu saja, membutuhkan baterai yang terbuat dari bahan yang 
dioptimalkan untuk efisiensi tinggi. Salah satu bahan tersebut adalah nikel. Nikel memiliki 
kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam jumlah besar, tahan korosi, dan 
merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Kendaraan listrik tentunya membutuhkan 
baterai dengan bahan terbaik agar memiliki efisiensi yang tinggi. Salah satu bahan tersebut 
adalah nikel yang memiliki karakteristik dapat menyimpan daya yang besar, tahan terhadap 
korosi, dan dapat menghantarkan listrik dengan baik. 

Kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika 
dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal yang paling utama 
terkait dengan isu pemanasan global adalah tidak adanya emisi dari kendaraan 
listrik sehingga secara signifikan mengurangi pencemaran udara yang merugikan 
lingkungan. Selain itu, terdapat beberapa keunggulan dari kendaraan listrik, seperti 
suara mesin yang bekerja di dalam kendaraan listrik cenderung tidak berisik. Sistem 
generator di dalam kendaraan listrik juga membuat pemakaian energi menjadi 
efisien. Tenaga yang dikeluarkan dari baterai tidak seluruhnya hilang, namun dapat 
dirubah kembali menjadi energi yang akan tersimpan di dalam baterai. Pada 
kendaraan listrik, akselerasi sangat impresif karena torsi yang dihasilkan 
kendaraan sangat instan. Di sisi lain biaya pajak untuk pembelian kendaraan listrik 
jauh lebih terjangkau. Pengisian baterai pun dapat dilakukan di rumah sesuai 
kebutuhan dan tanpa kesulitan Dengan kata lain, kendaraan listrik memiliki 
konstruksi mesin dan transmisi yang lebih sederhana, sehingga dianggap lebih 
efisien dari segi efisiensi mesin total. 
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4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disampaikan bahwa perkembangan hukum 
investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan hukum pertambangan itu sendiri, yang dibuat oleh pemerintah penguasa di 
Indonesia, dengan kepentinganya masing-masing. Sedangkan pengaruh terhadap 
perkembangan ekonomi sangat jelas dimana tujuan utama dari kegiatan pertambangan 
adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang berasal dari bahan tambang itu 
sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah pertambangan nikel beserta industri pengolahan 
bijih dan pengolahan lebih lanjut, dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterei 
sebagai komponen utama kendaraan listrik. 

Kehadiran Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan 
melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang, diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinanan dan 
birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih, termasuk kegiatan pertambangan yang 
memerlukan investasi yang sangat besar. 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 
55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan Permerinves No. 6 Tahun 2023 
diharapkan dapat memudahkan pengadaan kendaraan listrik. Kehadiran kendaraan ini 
diharapkan dapat mengurangi laju pengeluaran emisi sebagaimana yang dihasilkan oleh 
kendaraan berbahan bakar fosil. 

Namun demikian, terdapat resiko terhadap lingkungan dari kegiatan di hulu dan di hilir 
tersebut diatas. Pada bekas area pertambangan, akan dihasilkan area-area terbuka yang 
dapat menimbulkan masalah pada lingkungan seperti banjir, erosi, penurunan kualitas 
udara, dan adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) berupa tailing. 
Sedangkan risiko kegiatan di hilir diantaranya adalah potensi kemacetan lalu lintas yang 
tetap akan terjadi, apabila kendaraan berbahan bakar fosil masih tetap diproduksi dan/atau 
digunakan. Selain itu, baterai pada kendaraan listrik memiliki masa pakai tertentu yang 
selanjutnya akan menjadi Limbah B3. Pengelolaan baterai bekas dalam jumlah besar 
tentunya akan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perkembangan hukum investasi di bidang 
pertambangan mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum 
pertambangan itu sendiri, yang dibuat oleh pemerintah penguasa di Indonesia, dengan 
kepentinganya masing-masing. Sedangkan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi 
sangat jelas dimana tujuan utama dari kegiatan pertambangan adalah untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi yang berasal dari bahan tambang itu sendiri. Termasuk dalam hal ini 
adalah pertambangan nikel beserta industri pengolahan bijih dan pengolahan lebih lanjut, 
dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterei sebagai komponen utama 
kendaraan listrik. 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 
55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan Permerinves No. 6 Tahun 2023 
diharapkan dapat memudahkan pengadaan kendaraan listrik. Kehadiran kendaraan ini 
diharapkan dapat mengurangi laju pengeluaran emisi sebagaimana yang dihasilkan oleh 
kendaraan berbahan bakar fosil. 

Namun demikian, terdapat resiko terhadap lingkungan dari kegiatan di hulu dan di hilir 
tersebut diatas. Pada bekas area pertambangan, akan dihasilkan area-area terbuka yang 
dapat menimbulkan masalah pada lingkungan seperti banjir, erosi, penurunan kualitas 
udara, dan adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) berupa tailing. 
Sedangkan risiko kegiatan di hilir diantaranya adalah potensi kemacetan lalu lintas yang 
tetap akan terjadi, apabila kendaraan berbahan bakar fosil masih tetap diproduksi dan/atau 
digunakan. Selain itu, baterai pada kendaraan listrik memiliki masa pakai tertentu yang 
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selanjutnya akan menjadi Limbah B3. Pengelolaan baterai bekas dalam jumlah besar 
tentunya akan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar. 
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